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MOTTO 

                          

         

 

Artinya:  “mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui aa yang di 

dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan 

berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang 

berbekas pada jiwa mereka”( Surat An-Nisa ayat 63)
1
 

 

                                                           
* Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah. (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005), 543. 

* 
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ABSTRAK 

Zainul Anam : 2019, Komunikasi Politik Tokoh Masyarakat Pada Partai Islam 

Dalam Menyikapi Pemilu Legislatif 2019 Di Desa Gunungsari Kecamatan 

Umbulsari Kabupaten Jember 

Pasca amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan 

wakil presiden disepakati pemilihan langsung oleh rakyat dan  dimasukkan ke dalam 

rangkaian pemilu. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 pilkada juga dimasukkan 

pada pemilu. Istilah pemilu lebih sering merujuk pada pemilihan anggota legislatif 

dan presiden yang diadakan setiap lima tahun sekali. Asas musyawarah juga 

termaktub  dalam QS. al-Syu’ara:ayat 38 yang dijadikan rujukan oleh lembaga 

negara yang diimplementasikan dalam pemilu. Ketika  pemilu PPWP, DPR RI,  

DPRD, masuk pada kehidupan masyarakat patron klien tokoh masyarakat di pedesaan 

menjadi sebuah keniscayaan. Salah satunya di desa Gunungsari. Perhatian peneliti 

terhadap peran tokoh agama dalam memenangkan calon anggota legislatif 

menjadikan penelitian ini menrik untuk didalami dengan judul penelitian  

Komunikasi Politik Tokoh Masyarakat Pada Partai Islam Dalam Menyikapi Pemilu 

Legislatif 2019 Di Desa Gunungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. 

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana Komunikasi Politik Tokoh 

Masyarakat Pada Partai Islam Dalam Menyikapi Pemilu Legislatif 2019 di Desa 

Gunungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ? 2) Apa faktor pendukung 

Komunikasi Politik Tokoh Masyarakat Pada Partai Islam dalam Menyikapi Pemilu 

Legislatif 2019 di Desa Gunungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jemberr ? 3) 

Apa faktor penghambat Komunikasi Politik Tokoh Masyarakat Pada Partai Islam 

dalam Menyikapi Pemilu Legislatif 2019 di Desa Gunungsari Kecamatan Umbulsari 

Kabupaten Jember ? 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif 

dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah 

data terkumpul dianalisis dengan reduksi data, display data dan verivikasi data, 

kemudian untuk mendapatkan data yang absah peneliti melanjutkan dengan 

menggunakan triangulasi data dan triangulasi sumber. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tokoh masyarakat di desa Gunungsari 

dalam mengomunikasikan PPP dan PKB, menempuhnya dengan memberikan 

informasi kepada masyarakat umum, memperkenalkan visi-misi serta dari figur yang 

didukungnya dari PPP dan PKB, dan mengajak masyarakat untuk memilih calon yang 

diusungnya. 

Faktor pendukung dalam komunikasi Politik Tokoh Masyarakat Pada Partai 

Islam Dalam Menyikapi Pemilu Legislatif 2019 Di Desa Gunungsari Kecamatan 

Umbulsari Kabupaten Jember adalah adanya kesamaan bahasa, kultur budaya dan 

kedekatan emosional dengan masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah 

adanya pilihan yang telah ditentukan oleh masyarakat serta adanya sikap fanatik di 

tengah masyarakat sehingga tokoh masyarakat lebih memilih untuk tidak mengajak 

memilih kepada masyarakat supaya terhindar dari perselisihan.  

https://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945
https://id.wikipedia.org/wiki/2002
https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesia
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pesta demokrasi Indonesia diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk 

memilih anggota wakil dewan di parlemen yang kemudian kita kenal dengan 

pemilu legislatif.  Pemilu dikatakan sebagai sebuah proses pengisian jabatan 

politik tertentu di kursi kepemimpinan. Jabatan itu beragam mulai dari presiden, 

wakil presiden, wakil rakyat yang dikenal dengan sebutan dewan perwakilan 

rakyat atau DPR. DPR juga bervariasi seperti DRP RI, DPR Provinsi, atau DPR 

wilayah (dapil). 

Dengan bahasa lain dinyatakan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia 

pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, 

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 

1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula 

dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari 

rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres 

sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah 

dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim 

pemilu. Pada umumnya, istilah pemilu lebih sering merujuk kepada pemilihan 

anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilu 

 

1 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/DPR
https://id.wikipedia.org/wiki/DPRD_Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/DPRD_Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/DPRD_Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945
https://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945
https://id.wikipedia.org/wiki/2002
https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_Presiden_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/MPR
https://id.wikipedia.org/wiki/Dari
https://id.wikipedia.org/wiki/2007
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harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana 

pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya.
1
 

Amanat UU NO 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum anggota dewan 

perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 

pada Bab I pasal (1) ayat  (1) menyatakan bahwa “pemilu merupakan sarana 

kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota 

dewan perwakilan daerah, presien dan wakil presiden, dan untuk memilih anggtoa 

dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara adil, jujur, dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-undang 

dasara Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2
 

Begitu pula Islam, dengan totalitas ajarannya, mengatur seluruh aspek 

kehidupan umat manusia, tidak hanya sebatas mengatur hubungannya dengan 

Allah Swt (ibadah), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya 

(muamalah), termasuk pengaturan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan dalam 

upaya mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh dan tegaknya nilai-

nilai keadilan berbasis syariah di bumi ini.  

Bila nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan bagi manusia diabaikan, maka 

sungguh akan terjadi berbagai bentuk diskriminasi, penindasan dan kezaliman. 

Berkaitan dengan hal itu, maka Islam mengatur dan menetapkan bahwa harus ada 

pemimpin yang akan menyelenggarakan dan mengawasi jalannya pemerintahan 

negara.  

                                                           
1
 Haricahyono Cheppy, Ilmu Politik Dan Praktiknya (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999), 59.  

2
 UU No. 7 Tahun 2017. 
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Terkait dengan persoalan ini, tentu harus ada pula lembaga yang membuat 

peraturan perundang-undangan, perda atau qanun, di samping lembaga yang 

secara khusus menegakkan supremasi hukum. Ketiga otoritas tersebut dalam 

istilah teori kenegaraan modern (saparation of power), terdiri dari pihak atau 

lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 

Sekalipun, betapa pentingnya sebuah pemerintahan (negara) dalam 

mengatur dan memberikan perlindungan kepada rakyatnya, tetapi Islam tidak 

pernah memberikan suatu model atau bentuk dari suatu Negara tertentu. Karena 

itu munculnya perbedaan di kalangan para ahli hukum dan pakar politik, dan hal 

itu merupakan sesuatu yang wajar. Baik Al-Qur’an maupun al-Sunnah, yang 

keduanya merupakan sumber utama ajaran Islam, nampaknya tidak memberi 

petunjuk yang tegas tentang hal itu, 
3
 namun terdapat dasar-dasar yang fundaental 

dalam pembentukan sebuah tatanan negara dengan sistem yang dianut sesuai 

dengan sosiokultural masyarakatnya. 

Salah satunya adalah sistem pemilihan umum yang dapat dilaksanakan 

setiap lima tahun sekali serta semua rakyat di Indonesia tersentuh dan menjadi 

konsituen dalam pemilihan umum merupakan bentukan dari pemerintah melalui 

undang-undang. Taat terhadap pemerintah merupakan suatu kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh masing-masing individu, sebagimana al-Qur’an menyatakan : 

                                                           
3
 Hamzah Ya’qub, Publisistik Islam (Bandung : Cv. Diponegoro, 2000), 76. 
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                     

                            

               

Artinya : hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasul 

(Muhammad saw), dan taatilah ulil amri (pemegang kuasa) di antara 

kamu (Q.S An-Nisa’ : 59) 
4
 

 

Disisi lain ketika kita melihat atau juga merasakan bagaimana pemilu 

ditetapkan dan diterapkan, seakan kita terbawa pada sebuah pandangan bahwa 

dalam system pemilihan, merupakan bentuk musyawarah secara global. Al-

Qur’an memberikan beberapa landasan yang prinsipil terkait dengan pemilu, 

antara lain asas musyawarah dalam hubungan dengan proses pemilihan pemimpin, 

menuntut pertanggungjawaban dan pemberhentiannya. Hal ini seperti dijelaskan 

Allah dalam Al-Qur’an sebagaimana berikut : 

                      

         

 Artinya : Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhan-Nya dan 

mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah 

antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami 

berikan kepada mereka. (QS. asy-Syuura: 38).
5
 

 

Atas dasar itu mengharuskan setiap pemimpin (penguasa), yang mendapat 

kepercayaan dari rakyat, untuk menggunakan asas musyawarah dalam setiap 

tugasnya dan pengambilan keputusan berhubungan dengan kepentingan rakyat. 

                                                           
4
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemah (Bandung : Jabal Raudhah, 2010), 87. 

5
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemah (Bandung : Jabal Raudhah, 2010), 488 
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Kewajiban pemerintah untuk selalu memperhatikan kemaslahatan ini berkaitan 

erat dengan ajaran Islam tentang hubungan pemerintah dan rakyatnya seperti 

dikatakan oleh Imam al-Syafi’i bahwa kedudukan pemerintah dalam hubungannya 

dengan rakyatnya adalah seperti kedudukan wali dalam hubungan dengan anak 

yatim. 

Kaitannya dengan komunikasi, pemilu merupakan salah satu usaha untuk 

memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan malakukan 

kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobbi, dan lain sebagainya. 

Dalam pemilu, pemilih yang disebut konstituen menjadi objek kampanye dengan 

beragam program dan janji-janji politik, agar supaya para konstituen dapat 

memilih mereka yang tengah berkompetisi pada pesta demokrasi atau hari raya 

kerakyatan. 

Ketika sistem pemilihan wakil rakyat (DPR RI,  DPRD PUSAT, DPR 

provinsi, DPR Daerah, DPR Wilayah Kota Dan Semacamnya) menyentuh segala 

penjuru Nusantara tak jarang patron klien seorang tokoh masyarakat di pedesaan 

turut andil dalam suksesi pemilu. Termasuk di daerah desa Gunungsari kecamatan 

Umbulsari kabupaten Jember. 

Para tokoh masyarakat ikut serta dalam mengkomunikasikan visi-misi 

partai Islam kepada masyarakat, guna mencapai sebuah tujuan menangnya partai 

yang menjadi pilihannya. Masyarakat desa Gunugsasri menjadikan tokoh 

masyarakat sebagai tolak ukur dalam memilih sebuah partai. Terumata partai 
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Islam yang menyentuh kehidupan masyarakat desa Gunungsari yang di antaranya 

adalah PKB, PPP. 
6
 

Untuk mengkomunikasikan serta mencitrakan partai Islam di desa 

Gunungsari, tokoh masyarakat terlibat langsung dalam agenda-agenda tertentu 

agar dapat mempengaruhi masyarakat meskipun dalam kontes tidak ada unsur 

pemaksaan dan para masyarakat tidak merasa terbebani atas kehadiran parpol 

Islam. Realitas secaman ini tentunya tidak lepas dari bagaimana komunikasi 

politik yang dilakukan para tokoh masyarakat yang berlangsung dalam kehidupan 

sosial bermasyarakat di desa Gunungsari. Guna mengkaji realitas ini peneliti 

berupaya untuk mengkajinya sedemikian rupa dengan mengangkat judul 

penelitian Komunikasi Politik Tokoh Masyarakat Pada Partai Islam Dalam 

Menyikapi Pemilu Legislatif 2019 Di Desa Gunungsari Kecamatan Umbulsari 

Kabupaten Jember 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana Komunikasi Politik Tokoh Masyarakat Pada Partai Islam 

Dalam Menyikapi Pemilu Legislatif 2019 Di Desa Gunungsari Kecamatan 

Umbulsari Kabupaten Jember ? 

2. Apa faktor pendukung berperan aktifnya Tokoh Masyarakat Pada Partai 

Islam Dalam kontestasi Pemilu Legislatif 2019 Di Desa Gunungsari 

Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ? 

                                                           
6
 Observasi, Gunungsari 20 November 2018 
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3. Apa faktor pendukung penghambat Politik Tokoh Masyarakat Pada Partai 

Islam Dalam Menyikapi Pemilu Legislatif 2019 Di Desa Gunungsari 

Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan  Komunikasi Politik Tokoh Masyarakat Pada Partai 

Islam Dalam Menyikapi Pemilu Legislatif 2019 Di Desa Gunungsari 

Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. 

2. Mendeskripsikan faktor pendukung berperan aktifnya Tokoh Masyarakat 

Pada Partai Islam Dalam kontestasi Pemilu Legislatif 2019 Di Desa 

Gunungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember 

3. Mendeskripsikan faktor pendukung Komunikasi Politik Tokoh Masyarakat 

Pada Partai Islam Dalam Menyikapi Pemilu Legislatif 2019 Di Desa 

Gunungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. 

D. Manfaat Penelitian 

Sebagai upaya untuk mengembangkan keilmuan dalam konteks penelitian 

dan juga sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi, sebuah penelitian tentunya 

memiliki manfaat. Manfaat dalam sebuah penelitian merupakan  sesuatu yang 

penting, artinya sebuah penelitian harus bisa memberikan kontribusi. Oleh 

karenanya, manfaat penelitian sebagaimana telah diketahui bersama setidaknya 

ada tiga hal sebagaimana berikut:7 

 

 

                                                           
7
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008),  26. 
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1. Manfaat akademis/Teoritis 

a) Dapat memberikan sumbangan literatur dan pemikiran kepada semua pihak 

untuk memperkaya disiplin keilmuan dalam kontek keilmuan komunikasi. 

b) Dapat dijadikan rujukan ataupun perbandingan terhadap penelitian 

selanjutnya untuk lebih memperdalam penelitiannya atupun sebagai kajian 

terdahulu 

c) Untuk menambah wawasan berfikir dan kontribusi epistemolgis dalam 

sebuah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada 

umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

a) Untuk memberikan wawasan tentang peran tokoh agama sebagai da’i 

dalam meningkatkan komitmen masyarakat pada saat pemilu legislatif 

ataupun pemilu presinden atau pesta demokrasi lainnya. 

b) Memberikan pengetahuan terhadap pembaca tentang peran seorang tokoh 

masyarakat sebagai da’i dalam mempersuasi atau menjadi icon dalam 

penentuan pilihan pada pesta demokrasi (pemilu) 

E. Definisi Istilah 

1. Komunikasi Politik 

Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan komunikasi 

politik  adalah proses terjadinya transmisi pesan yang dilakukan oleh aktor atau 

komunkator politik partai Islam dalam dinamika pesta demokrasi untuk 

mempengaruhi masyarakat dalam pemilu legislatif 2019 di desa Gunungsari, 

kecamatan Umbulsari  
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2. Tokoh Masyarakat 

Tokoh masyarakat adalah panutan masyarakat yang memiliki pengaruh 

dari sisi keagamaan dan terlibat dalam partai politik yang berjargon Islam. 

3. Partai Islam 

Partai politik Islam dalam konteks penelitian ini adalah partai olitik 

yang berhaluan ataau berbacground keislaman yang berada di desa Gunugsari. 

Yang antara lain adalah PPP, PKB. 

 

F. Sitematika Pembahsan 

Untuk mempermudah dalam penyajian dan memahami isi dari penulisan 

proposal ini, maka perlu kiranya memberikan gambaran sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 

Bab Satu, Pendahuluan. Berisi gambaran secara singkat mengenai 

keseluruhan pembahasan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. 

Bab Dua, Kajian Kepustakaan. Akan menjelaskan penelitian terdahulu dan 

kajian teori secara literatur yang berhubungan dengan judul penelitian. 

Bab Tiga, Metode Penelitian. Akan menjelaskan pendekatan dan jenis 

penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis 

data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab Empat, Penyajian Data dan Analisis. Akan menjelaskan penyajian 

data, obyek penelitian, dan pembahasan temuan. 
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Bab Lima, Penutup. Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan 

dan saran-saran.   
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian  Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pertama adalah skripsi yang ditulis oleh 

Basith Bahtiar Yulfi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Komunikasi Politik 

Partai Persatuan Pembangunan pada Masyarakat Muslim Kabupaten 

Purworejo. 

Pada kesimpulannya, Basith menyatakan komunikasi politik PPP pada 

masyarakat Muslim di Kabupaten Purworejo adalah dengan mnggunakan 

media massa langsung. Di antara media massa yang dipakai adalah radio, 

baliho, spanduk, umbul-umbul, bendera dan pamflet. Dengan radio DPC PPP 

memasang iklan berupa spot siaran yang ditayangkan lima kali sehari selama 

setahun yang membantu memberikan informasi kepada masyarakat atas 

keberadaan partai tersebut. Baliho sembilan buah, spanduk 25, Baliho 60 

buah, umbul-umbul 210 buah, dan pamflet 500 eksamplar. Kesemua 

perangkat politik itu dipasang di tempat-tempat umum seperti di jalan utama, 

pohon, dekat swalayan, dekat rumah sakit, pos ronda dan semacamnya. Selain 

itu DPC PPP melakukan komunikasi secara langsung berupa bantuan dan juga 

pengajian yang diadakan setiap tiga bulan sekali di setiap kantor cabang PPP.
8

                                                           
8
 Basith Bahtiar Yulfi, Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan pada Masyarakat 

Muslim Kabupaten Purworejo (Yogyakarta, UIN Suka,2013 ), 73-74. 
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Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Misliyah mahasiswa 

Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Komuikasi 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan Judul penelitian 

Komunikasi Pilitik melalui media massa pasangan Muchtar Muhammad dan 

Rahmat Effendi (Murah) dalam Pilkada Walikota Bekasi priode 2008-2013. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran media massa baik cetak 

atau elektronik dalam sosialisasi pasangan Muchtar Muhammad – Rahmat 

Effendi berlangsung efektif sebab iklan di dalam media massa yang 

mengkonstruk Citra politiknya berhasil merubah persepsi dan pemahaman 

masyarakat tentang pasangan Muchtar Muhammad-Rahmat Effendi. 

Media massa berhasil mempulbis Muchtar Muhammad – Rahmat 

Effendi populer  serta faktor pendukung yang membuatnya berhasil karena 

pasangan ini didukung oleh partai besar, sedangkan faktor penghambatnya 

adalah adanya Black Campain, keurangan di lapangan dan tingginya 

fenomena golput di masyarakat.
9
 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hijar Djusmin Mahasiswa 

Jurusan Ilmu politik Fakultas Ushuludiin, Filsafat dan Politik Universitas 

Islam Negeri Alaudin Makasar. Judul penelitian yang dilakukan oleh Hijar 

Djusmin adalah Komunikasi Politik (analisis terhadap pencitraan politik Tenri 

Olle Yasin Limpo pada Pilkada Serentak 2015). 

Kesimpulan pada penelitin ini adalah keberhasilan Tenri Olle 

Yasin Limpo dalam pemilihan Bupati Gowa adalah tidak lepas dari 

                                                           
9
Misliyah, Komunikasi Pilitik melalui media massa pasangan Muchtar Muhammad dan Rahmat 

Effendi (Murah) dalam Pilkada Walikota Bekasi priode 2008-2013(Jakarta : UINSYA 2010),96  



13 

 

kejelihan Tenri Olle Yasin Limpo dalam mngolah isu-isu di mediao sosial 

dan di tengah kehidupan masyarakat untuk mengangkat popularitasnya. 

Selain itu janji politik yang mampu mempengaruhi masyarakat antara lain 

adalah pendidikan gratis, pembagian pupuk gratis, terutama janji 

politiknya yang ingin menjadikan sebuah kecamatan di Kabupaten Gowa 

(kecamtan Pattalassang) ingin dijadikan sebagai pusat kota.10 

Dari paparan penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat perbedaan 

dan persamaan dari ketga penelitia tersebut dengan penelitian saat. Untuk 

lebih jelasnya lihat perbedaan dan persamaan penelitian tedahulu dengan 

penelitain saat ini pada tabel di bwah ini. : 

NO NAMA Judul, tahun dan 

Lembaga 

Persamaan Perbedaan 

1 Basith 

Bahtiar 

Yulfi 

Komunikasi Politik 

Partai Persatuan 

Pembangunan pada 

Masyarakat Muslim 

Kabupaten Purworejo. 

(penelitian : tahun 2013) 

Universitas 

Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 

Komunikasi 

politik pada 

partai Islam  

Basith : Partai 

Islam fokus pada 

Partai Persatuan 

Pembangunan, 

  

Zainul Anam : 

Partai Politik 

Islam yang 

berada di desa 

                                                           
10

Hijar Djusmin, Komunikasi Politik, Analisis terhadap pencitraan politik Tenri Olle Yasin Limpo 

pada Pilkada Serentak 2015, (Makasar, UIN Alaudin,  2016),60 
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  Gunugsari, tidak 

hanya PPP akan 

tetapi terdapat 

beberapa partai 

yang dikenal 

masyarakat  desa 

Gunungsari  

antara lain PKB, 

PPP.  

2 Misliyah  Komunikasi Pilitik 

melalui media massa 

pasangan Muchtar 

Muhammad dan Rahmat 

Effendi (Murah) dalam 

Pilkada Walikota Bekasi 

priode 2008-2013. 

(Penelitian :  tahun 2010) 

Universitas 

Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 

Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah, 

Jakarta 

Komunikasi 

politik  

Misliyah : 

Komunikasi 

politik melalui 

media massa, 

subjek 

penelitiannya 

berupa pasangan 

calon yang 

berkompetisi 

pada pilkada 

waliota. 

 

Zainul Anam : 

Komunikasi 



15 

 

Politik tokoh 

masyarakat yang 

berkecipung 

dalam partai 

politik Islam 

sebagai subjek 

penelitian,   

3 Hijar 

Djusmin  

Komunikasi Politik 

(analisis terhadap 

pencitraan politik Tenri 

Olle Yasin Limpo pada 

Pilkada Serentak 2015). 

(Penelitian tahun 2016) 

Universitas Islam Negeri 

Alaudin Makasar. 

Komunikasi 

politik  

Hijar : politik 

pencitraan dalam 

mempengaruhi 

masyarakat 

melalui janji 

politik, program 

bantuan, serta 

pencitraan 

melalui media 

sosial. 

Zainul Anam : 

tokoh masyarakat 

dalam 

mempublikasikan 

eksistensi partai 

politik Islam 
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serta keberadaan 

parpol Islam 

dapat diknela 

masyarakat 

dalam 

mengusung calon 

kandidat untuk 

menjadi wakil 

rakyat. 

 

Orisinilitas Penelitian 

Zainul Anam Deskipsi : 

Pada penelitian sebelumnya telah diungkap 

bagaimana komunikasi polittik yang 

dilakukan oleh PPP, media massa yang 

digunakan oleh paslon walikota Muchtar 

Muhammad-Rahmat Effendi, dan juga 

pencitraan yang dilakukan oleh Tenri Olle 

Yasin Limpo dalam menggunakan media 

sosial dan program lainnya yang tercover 

dalam janji politiknya. Dalam hal ini ketika 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi politik dikaitakan dengan 
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Media massa, media sosial,  PPP, Walikota 

Bupati. 

Dari deskripsi ini orisinilitas pada 

penelitian saat ini adalah komunikasi politik 

yang dikaitkan dengan tokoh masyarakat 

dalam partai politik Islam Berupa PKB, 

PPP. Di sisi lain dalam konteks pemilu 

legislatif tahun 2019 dengan objek atau 

subjek penelitian kepada tokoh masyarakat 

dalam Parpol Islam di desa Gunungsari 

belum ada penelitiannya, sehingga 

penelitian ini merupakan satu-satunya 

penelitian yang dilakukan pada tahun 2019. 

 

B. Kajian Teori 

1. Komunikasi Politik  

Pengertian Komunikasi Politik Menurut Nimmo Politik berasal 

dari kata polis yang berarti negara, kota, yaitu secara totalitas merupakan 

kesatuan antara negara   (kota)   dan   masyarakatnya.   Kata polis   ini 

berkembang menjadi Politicos   yang   artinya   kewarganegaraan. Dari 

kata politicos menjadi politera yang berarti hak-hak kewarganegaraan.
11

 

                                                           
11

 Dannimmo, Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek, (Bandung: Remaja Rosyda  Karya, 1999), 

108 
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Definisi komunikasi politik  terdapat beberapa pendapat sarjana 

politik, diantaranya  Nimmo, mengartikan politik sebagai kegiatan orang 

secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik 

sosial. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain (jasmani, bakat, 

emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif , perilaku) dan sebagainya. Lebih 

lanjut Nimmo menjelaskan, kadang-kadang perbedaan ini merangsang 

argumen, perselisihan, dan percekcokan. Jika mereka menganggap 

perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan 

masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan
.12

 

Bagi  Lasswell,  ilmu  politik  adalah  ilmu  tentang  kekuasaan.  

Berbeda dengan    David   Easton   dalam   Sumarno,   mendefinisikan   

politik   sebagai berikut:  

Political  as  a  process  those  developmental  processes  through  

which person acquire political orientation and patterns of behaviorò 

Dalam definisi ini David Easton
13

 menitik beratkan bahwa politik 

itu sebagai suatu proses di mana dalam  perkembangan  proses  tersebut 

seseorang menerima orientasi politik tertentu dan pola tingkah laku. 

Apabila definisi komunikasi dan definisi politik itu kita kaitkan 

dengan komunikasi politik, maka akan terdapat suatu rumusan  bahwa  

Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian 

suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh 

                                                           
12

 Novel,Ali, Peradaban Komunikasi Politik, (Bandung: Remaja Rosdakarya 1999), 120. 
13

 Ibid., 120 
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